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PUTUSAN
Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai

Gugat antara:

PENGGUGAT, XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan XxXXXXXXX XXXxXX, tempat kediaman di Xxxxx
XXXXXX X XXXXXXXXK, XXXXX XXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXXKXX
XXXX, XXXXXXXXK  XXXXXKXXXK  XXXXKKX, XXXX XXXXXXXXXX,

sebagai Penggugat;
Lawan

TERGUGAT, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
XXXXX XXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX  XXXXX,  XXXXXXXXX — XXXXXXXXXX — XXXXX,  XXXX
XXXXXXXXXX,  XXXXXXXX  XXXXXXXXXX — XXXXX, Sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober
2024 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan
register Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai
berikut :
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara
sah pada tanggal 17 September 2022, dan dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, Sebagaimana tercatat
sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0631/049/1X/2022 tanggal 17
September 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di XXXXX XXXXXX XXXXX,
XXXXXXXXK XXXXX XXXXK, XXXXXXXXK XXXXXXXXXK XXXXK, XXXK XXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, selama 1 tahun;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan belum dikaruniai
anak;

4. Bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan
Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperament sehingga terkadang
sering marah dengan hal hal kecil, dan ketika marah Tergugat sering
melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul
Penggugat dengan tangan kosong, Penggugat sudah mememberikan
nasehat kepada Tergugat namun Tergugat malah marah kepada
Penggugat, Penggugat sudah bersabar dan memberikan kesempatan
kepada Tergugat namun Tergugat masih saja mengulangi hal yang
sama,

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah
berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain
Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk
merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak
menunjukkan I'tikad baik kepada Penggugat;
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7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Maret 2024, yang
akibatnya Penggugat diusir oleh Tergugat dan saat ini Penggugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXX,
XXXXX  XXXXK,  XXXXXRKKK  XXXXXXXXX  XKKK,  XXXXXXXXXX,  XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan
Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat tinggal bersama lagi
layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa setelah Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, sudah
tidak pernah berkomunikasi layaknya pasangan suami istri yang sah,
sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat
pertahankan;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah
ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat
mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c¢.q Majelis Hakim
memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (TERGUGAT)
terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,

Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak hadir di persidangan;
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Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar
dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya
pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut
yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya, Tergugat telah hadir secara
principal di persidangan, namun Penggugat secara berturut-turut tidak
pernah hadir lagi di persidangan meskipun ia telah dipanggil dua kali

berturut-turut secara resmi dan patut
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil
secara sah dan patut tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka
harus dinyatakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara

dan berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan
gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan
Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku serta

ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;
MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
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2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari
Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24
Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan
yang terdiri dari Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.l., sebagai Hakim
Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti

Komariah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran 'Rp 30.000,-
- Proses ‘Rp 75.000,-
- Pemanggilan ‘Rp 575.000,-
- PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi 'Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 10.000,-
Jumlah :Rp 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
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